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MOTTO 

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 

segala hal keinginanmu kepada allah dalam doa dan permohonan syukur” – Filipi 4:6 

“Masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini.” –  Mahatma Gandhi 

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, 

percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu.” 

– Markus 11:24 

 

PERSEMBAHAN 

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat 

dan karunia-Nya dengan memberikan dengan memberikan kesehatan, kekuatan.  

dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya  

penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berhasil selesai, tanpa mendapatkan 

bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam  

kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan  

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang  

telah membantu penyusunan skripsi ini, diantarnaya yaitu: 

 

Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih, 

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis 

persembahkan kepada ayah penulis “Yulianto” dan ibu penulis “Yulita Liem” yang 

telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga 

dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, jasa mu belum 

bisa penulis balas, semoga doa serta harapan ayah dan ibu kepada anakmu ini dapat 

segera terwujudkan. 

 

Saudara penulis yang tersayang, 

Terimakasih kepada saudara-saudari penulis, “Cindytia Monica, Michael Abednego 

dan Gebby Caroline” semoga untuk perjuangan dan harapan mu dimasa depan, 

penulis sebagai saudara dapat membantu memberikan dorongan dan mewujudkan 

harapan. Semoga kelak dapat menjadi manusia yang dapat berguna bagi bangsa dan 

negara terutama keluarga, sukses serta sehat selalu. 

 

Dosen pembimbing skripsi penulis, 

Terima kasih kepada Bapak H. Mahyuni S.H., M.Hum. Dan Ibu Hj. Syahrida 

S.H., M.H. atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan 

harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan penulis. Maaf jika 

penulis sering merepotkan bapak dan ibu. 
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Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia haruslah menjadi Negara yang benar-benar 

merdeka. Termasuk kedalam hal melayani dan mencegah terjadinya perusuhan atau 

perkelahian atau sengketa yang terjadi baik antar masyarakat sendiri, antar 

perseorangan dengan badan hokum ataupun yang lainnya, agar tetap tercipta 

perdamaian. Melayani dalam artian registrasi kewarganegaraan penduduk Indonesia 

dalam hal administrasi yang menghasilkan bentuk dokumen yang dibutuhkan sebagai 

bukti konkrit atau hak maupun kewajiban. dokumen yang sah dapat menjadi barang 

bukti jika terjadinya sengketa atau hal lain yang diperlukan untuk melengkapi data-

data yang ada sehingga sengketa atau permasalahan yang terjadi dapat melalui proses 

yang adil dan jelas serta dapat menjadi barang bukti atas sengketa yang terjadi diluar 

maupun didalam persidangan. Pembuatan dokumen mengatur Hak Atas Tanah 

Indonesia termasuk juga hak guna bangunan. Hak guna bangunan dapat diletaki di 

atas tanah negara atau tanah hak milik yang mana tanah tersebut bukan tanah sengketa 

atau tanah milik orang lain.  

 

Terjadi sengketa terkait bangunan yang ditempati atau dihuni oleh Hamid Husein 

yang ternyata sudah mencapai atau melebihi batas waktu yang seharusnya sesuai 

dengan Surat Izin Penghunian (SIP) yang diterbitkan atas nama Idrus Abubakar yaitu 

ayah dari Hamid Husein. Pada tahun 2010 lalu Japto Soerjosoemanto membuat atau 

mendaftarkan tanah Negara tersebut sebagai Hak Guna Bangunan dan mendapatkan 

persetujuan dari pemerintah dan mendapatkan sertifikat HGB dari tanah tersebut. 

Terjadi kejanggalan dalam pendaftaran Hak Guna Bangunan karena hak guna 

bangunan seharusnya tidak dapat didaftarkan jika masih terdapat/ditempati hak orang 

lain atau bangunan tersebut memiliki sengketa. Terdapat pula kejanggalan kedua yaitu 

Hamid Husein masih menempati rumah tersebut, akan tetapi SIP yang dimiliki oleh 

Hamid Husein masih atas nama ayahnya yaitu Idrus Abubakar dan masa berlaku dari 

SIP yang dimiliki oleh ayahnya sudah melewati masa berlaku.  

 

Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan bahwa paman 

Wanda Hamidah tidak memiliki alas hak atas rumah yang ia tempati. Paman Wanda 

Hamidah sempat diberi 3 kali somasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan telah 

diberi jangka waktu untuk segera mengosongkan rumah tersebut. Sampai pada 

akhirnya polisi menyatakan tidak ada yang boleh menempati rumah tersebut karena 

masih berstatus a quo Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, jangka waktu maksimal HGB adalah 30 tahun 

dan bisa diperpanjang maksimal 20 tahun. Jika sertifikat berakhir ketika belum 

sempat mengurus perpanjangannya, maka status tanah akan kembali menjadi pemilik 



 

IX 
 

negara jika tanah tersebut memang milik negara.  Maka dengan adanya kejanggalan 

ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait kedudukan atau status dari tanah 

yang menjadi sengketa oleh Hamid Husein paman dari Wanda Hamidah dan Japto 

Soerjosoemanto. Khususnya yang menjadi tujuan penelitian penulis terhadap 

penulisan skripsi ini yaitu; untuk mengetahui apakah hak guna bangunan dapat dibuat 

tetapi masih terdapat surat izin penghuni oleh penghuni terdahulu pada rumah negara 

tersebut dan untuk mengetahui apakah surat izin penghuni dapat menjadi hak milik 

dan diberikan kepada orang lain untuk ditempati. 

 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu salah satu 

jenis penelitian dalam sebuah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma 

hukum dengan meneliti dan menganalisa data primer peraturan perundang-undangan, 

data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan 

penelitian. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni bersifat deskriptif serta tipe 

penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai konflik norma. 

Termasuk dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang bertujuan untuk 

mngetahui ketentuan hukum positif yang tertulis yang ada itu serasi satu sama lainnya 

yang dapat bersifat vertical maupun horizontal. Pendekatan penelitian yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 

1. Hak guna bangunan tidak dapat dibuat pada tanah maupun rumah negara yang 

masih dalam sengketa atau memiliki status kedudukan hak lainnya, seperti Surat 

Izin Penghunian. Kepemilikan pemegang sertifikat hak guna bangunan bersifat 

kuat tetapi tidak berarti mutlak namun lebih dari yang lemah sehingga pendaftaran 

berarti lebih menguatkan pembuktian pemilikan, akan tetapi tidak mutlak yang 

berarti pemilik terdaftar tidak dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana 

dimaksud di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Maka 

kedudukan hak guna bangunan tidak dapat diberikan atau bersifat lemah karena 

terdapat sengketa yaitu surat izin penghuni yang dimiliki oleh penghuni rumah 

negara. Pemegang sertifikat hak guna bangunan  

2. Kedudukan Surat Izin Penghuni merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat 

yang berwenang dari Pemerintah Negara untuk memberi izin kepada pejabat yang 

bertugas untuk dapat menempati Rumah Dinas Negara. Masih terdapat hal-hal 

yang harus diperhatikan, jika penghuni Rumah Negara tidak mentaati kewajiban 

atau larangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka 

sewaktu-waktu Rumah Negara tersebut dapat diambil kembali oleh negara. Begitu 

pula Rumah Negara yang memiliki sengketa. Rumah Negara dengan golongan III 

dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah alias anak kandung dari pemilik Surat 

Izin Penghunian, jika yang mengajukan permohonan pengalihan hak rumah 

meninggal dunia.. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui apakah hak 

guna bangunan dapat dibuat tetapi masih terdapat surat izin penghuni oleh penghuni 

terdahulu pada rumah negara tersebut dan untuk mengetahui apakah surat izin 

penghuni dapat menjadi hak milik dan diberikan kepada orang lain untuk ditempati. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

normatif, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-

undangan. Menurut hasil penelitian penulis menunjukan bahwa: Pertama, Hak guna 

bangunan tidak dapat dibuat pada tanah maupun rumah negara yang masih dalam 

sengketa atau memiliki status kedudukan hak lainnya, seperti Surat Izin Penghunian. 

Kepemilikan pemegang sertifikat hak guna bangunan bersifat kuat tetapi tidak berarti 

mutlak namun lebih dari yang lemah sehingga pendaftaran berarti lebih menguatkan 

pembuktian pemilikan, akan tetapi tidak mutlak yang berarti pemilik terdaftar tidak 

dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Maka kedudukan hak guna bangunan tidak 

dapat diberikan atau bersifat lemah karena terdapat sengketa yaitu surat izin penghuni 

yang dimiliki oleh penghuni rumah negara. Pemegang sertifikat hak guna bangunan. 

Kedua, Kedudukan Surat Izin Penghuni merupakan surat yang dikeluarkan oleh 

Pejabat yang berwenang dari Pemerintah Negara untuk memberi izin kepada pejabat 

yang bertugas untuk dapat menempati Rumah Dinas Negara. Masih terdapat hal-hal 

yang harus diperhatikan, jika penghuni Rumah Negara tidak mentaati kewajiban atau 

larangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sewaktu-

waktu Rumah Negara tersebut dapat diambil kembali oleh negara. Begitu pula Rumah 

Negara yang memiliki sengketa. Rumah Negara dengan golongan III dapat dialihkan 

kepada ahli waris yang sah alias anak kandung dari pemilik Surat Izin Penghunian, 

jika yang mengajukan permohonan pengalihan hak rumah meninggal dunia.   

 

KATA KUNCI : Hak Guna Bangunan, Rumah Negara, Surat Izin Penghunian. 
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